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Tradisi Hiyokh Sumbai  Saat Nayuh, walaupun tak terucap dan tak tertulis, 
bersifat mengikat dan dipahami sebagai pinjaman. Sebagaimana kaidah fikih yang 
menegaskan, "Sesuatu yang sudah menjadi tradisi (‘urf) itu seperti disyaratkan." 
Maksudnya, sesuatu yang sudah menjadi kelaziman dan tradisi di masyarakat itu, 
seperti menjadi syarat yang harus dipenuhi. Adat yang sudah meluas dan terarah 
maka dapat menimbulkan kekerabatan seperti hak waris-mewarisi, hak kekayaan 
dan lainnya. Dalam hal ini pula hajatan adalah bagian dari hukum perikatan yang 
tidak lepas dari hubungan antar individu dan antar kelompok dalam hidup 
bermasyarakat. Dalam bahasa Belanda istilah perikatan disebut juga dengan 
verbintenis. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan 
pokok yaitu: Bagaimana Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh  
Dianggap sebagai Hutang di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten 
Tanggamus ? 
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dan kegunaan 
dalam penulisan skripsi ini diantaranya: 
Untuk mengetahui Praktik Hiyokh Sumbai Saat Nayuh Dianggap Sebagai Hutang 
di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Hiyokh Sumbai Saat 
Nayuh Dianggap sebagai Hutang di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus. Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 
penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang 
dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-
hati serta sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan 
pendekatan induktif lebih relavan dalam mengolah data. Dalam hal ini penulis 
menyimpulkan dari tinjauan Hukum Islam bahwa Praktik Hiyokh Sumbai yang 
bersifat pemberian/hiyokh tampa diminta sejatinya adalah akad hibah, karena 
ditinjau dari beberapa pendapat ulama dan dasar hukum di bab sebelumnya maka 
penulis menyimpulkan Praktik tersebut mutlak pemberian seolah-olah hanya 
sekedar membantu saudara, tetangga, teman yang sedang melaksanakan Nayuh 
(walimah) walaupun ada keharusan pengembalian seperti akad qardh (utang-
piutang) itu dikarenakan hanya balas budi kebaikan seseorang yang telah 
meringankan/membantu beban yang berhajatan disaat sedang proses 
melaksanakan Nayuh (walimahan). 
Adapun akad yang terindikasi hutang (qardh) dalam Praktik hiyokh sumbai ini 
adalah  praktik yang bersifat request (meminta) dikarenakan ada kesepakatan 
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mendapatkan syafaat di yaumil ahir. Aamin. Rasa syukur pula penulis ucapkan 
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menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini 
penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat : 
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4. Bapak Drs. Susiadi AS.,M. Sos.I Selaku pembimbing I dan ibu Agustina      
Nurhayati, S.Ag. M. H. sebagai pembimbing II, yang sabar dalam memberikan  
bimbingan kepada penulis sekaligus telah banyak memberikan masukan serta 
kritikan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini. 
5. Para dosen dan staf program Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah 
memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi. 
Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh 
dari kata sempurna, maka dari itu besar harapan penulis agar dapat dibimbing, 
diberikan masukan dan saran dan diarahkan guna untuk menyempurnakan 
penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamin. 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan 
untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya 
uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang 
terkait dalam judul skripsi ini, dengan judul skripsi sebagai berikut 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiyokh Sumbai Muanak 
Muakhi Saat Nayuh dianggap Sebagai Hutang (Studi di pekon Wayrilau 
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”. Adapun maksud dari 
beberapa istilah tersebut yaitu: 
1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 
meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). 
Sedangkan menurut Achmad Alqorni adalah peninjauan kembali 
(review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat 
dan identik dengan permasalahan.
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2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt, yang kewajibannya 
telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-qur‟an atau hukum-
hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya 
kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan persoalan-
persoalan baru yang muncul secara
2
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3. Hiyokh Sumbai (menyumbangkan sesuatu) memberikan barang 
ataupun sumbangan kepada seseorang yang sedang melaksanakan 
Nayuh (walimahan) baik berupa sembako, hewan ternak, maupun uang 
tunai guna untuk mengurangi beban biaya pengeluaran dan sebagai 
tanda bakti hormat dan bakti sosial. 
4. Muanak muakhi yang di maksud adalah saudara/saudari (handai 
taulan) ataupun tetangga teman dekat yang sedang melaksanakan 
Nayuh (hajatan/walimahan). 
5. Nayuh berarti melaksanakan hajatan yang besar dalam tradisi Adat 
Lampung (motong kerbau dan arak-arakan) dalam acara resepsi 
pernikahan, sunatan ataupun selamatan.
3
 
6. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun dalam 
bentuk benda dan wajib untuk dikembalikan dalam jangka waktu yang 
telah disepakati.  
Jadi yang dimaksud dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 
Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh Dianggap Sebagai Hutang di 
Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus ini 
adalah adanya suatu tradisi hajatan yang disebut dengan Hiyokh Sumbai 
(menyumbangkan) ataupun memberikan sesuatu untuk membantu 
masyarakat pekon yang sedang nayuh (hajatan) yang berupa makanan, 
bahan pokok, ternak ataupun kebutuhan lainnya. yang lebih menarik dalam 
hiyokh sumbai yang terjadi di pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
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Kabupaten Tanggamus ini adalah berapapun besar limit yang  diberikan 
(disumbangkan) dalam acara hajatan tersebut maka  dikemudian hari 
disaat penyumbang  melakukan hajatan maka besar bantuan ataupun limit 
yang pernah diberikan (disumbangkan) akan kembali dengan jumlah yang 
sama, Jika Hiyokh Sumbai ataupun sumbangan yang pernah  diberikan 
tidak kembali maka seseorang ataupun masyarakat tersebut tidak akan 
dibantu kembali jika melakukan Nayuh, dikarenakan tidak ada timbal balik 
dalam sistem kekeluargaan. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
 Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya 
pemahaman masyarakat pekon Wayrilau dalam Praktik Hiyokh Sumbai 
yang terjadi dalam Nayuh, salah satu permasalahan dalam hiyokh 
sumbai ini adalah hiyokh sumbai dari kalangan masyarakat lainnya 
ataupun yang dimaksud dengan sumbangan antar individu dari 
masyarakat dianggap sebagai hutang, yang lebih menarik dalam hiyokh 
sumbai yang terjadi di pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus ini adalah berapapun besar limit yang kita 
berikan atau yang kita bantu dalam acara hajatan tersebut maka 
dikemudian hari saat kita melakukan hajatan juga besar bantuan 
ataupun limit yang pernah kita berikan akan kembali dengan jumlah 




berikan tidak kembali maka seseorang ataupun masyarakat tersebut 
tidak akan dibantu kembali dan diperbincangkan antar individu. 
2. Alasan subjektif 
 Alasan Subjektif adalah agar penulis mendapatkan gelar 
sarjana di fakultas syariah, dimana penelitian ini merupakan 
permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas 
syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan 
memperbanyak pengetahuan, ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi 
ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang 
Muamalah fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Tradisi Hiyokh Sumbai  Saat Nayuh, walaupun tak terucap dan tak 
tertulis, bersifat mengikat dan dipahami sebagai pinjaman. Sebagaimana 
kaidah fikih yang menegaskan, "Sesuatu yang sudah menjadi tradisi (‘urf) 
itu seperti disyaratkan." Maksudnya, sesuatu yang sudah menjadi 




Adat yang sudah meluas dan terarah maka dapat menimbulkan 
kekerabatan seperti hak waris-mewarisi, hak kekayaan dan lainnya. Dalam 
hal ini pula hajatan adalah bagian dari hukum perikatan yang tidak lepas 
dari hubungan antar individu dan antar kelompok dalam hidup 
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bermasyarakat. Dalam bahasa Belanda istilah perikatan disebut juga 
dengan verbintenis.   
Perikatan atau perutangan adalah terjemahan dari verbintenius 
yang artinya mengikat. Jadi menunjuk pada adanya ikatan pada hubungan, 
dengan demikian dapat juga diartikan sebagai hubungan hukum.  
Dalam Nayuh di pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus ini para tamu undangan yang datang akan 
memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau bahan-bahan pokok dari 
nilai yang terbesar seperti memberikan sumbangan kerbau, sapi, kambing, 
ayam maupun telor.  
Adapula bahan pokok dari nilai yang terkecil seperti memberikan 
minyak, garam, kelapa dan sebagainya, yang dibawa ketempat hajatan 
oleh undangan dengan menggunakan bakul.
5
 Ketika tamu undangan 
membawanya, selanjutnya menyerahkan barang bawaan kepada bagian 
pencatat yang dilakukan oleh pihak pengada hajatan.  
Bagian pencatan ini biasanya berada di bagian depan pintu masuk 
area hajatan. Pencatat dilakukan untuk mengetahui dan mendata tamu 
yang memberikan sumbangan itu masuk ke katagori pengembalian hutang 
ataupun ingin menanam hutang. Kembalian artinya tamu undangan telah 
mengembalkikan barang yang sebelumnya diberikan oleh pihak yang 
mengadakan hajatan. Sedangkan baru artinya barang yang diberikan itu 
                                                             
5





baru dan harus dikembalikan pada saat sang tamu mengadakan acara 
hajatan juga. 
Ada proses lain yang lebih menarik  perhatian yaitu pada saat 
pengembalian sumbangan, proses pengembalian yang dilakukan harus 
sama dengan jumlah dan harus sesuai dengan barang yang dibawa 
sebelumnya.
6
 Realita di atas menunjukkan bahwa seorang yang diundang 
wajib datang ke hajatan dan memberikan sumbangan sesuai dengan jumlah 
yang pernah disumbangkan. 
Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan, ketika individu tidak 
mengembalikan sumbangan maka hal itu dapat mempengaruhi hubungan 
kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengambalikan 
sumbangan. Karena apabila dalam proses tradisi tersebut seseorang tidak 
mengembalikan suatu barang maka ada sanksi yang akan di terimanya, 
yakni sanksi tersebut berupa sanksi sosial berupa dibicarakan dibelakang 
(ghibah) ataupun tidak dibantu disaat melaksanakan Nayuh kembali.
7
  
Pelaksanaan Nayuh dalam prosesnya terdapat pengembalian dan 
penerimaan sumbangan sebagai perjanjian hutang piutang. Namun 
mekanisme tersebut tidak ada akad atau kesepakatan diawal bahwa pihak 
yang menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan sesuai 
dengan wujud dan jumlah yang sama kepada pemberi sumbangan. 
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Jika dalam pengembaliannya tidak sesuai maka dapat 
menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan antara si pemberi 
sumbangan dan sang pelaksana hajatan. Padahal kebiasaan tersebut sudah 
tidak lagi relevan dengan keadaan sesuai dengan perkembangan zaman. 
Namun pada sisi lain melihat mayoritas masyarakat penduduk 
Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus 
beragama Islam, yang dalam ajaran Islam pun tidak ada anjuran atau 
ajaran untuk mengembalikan sumbangan atau Hiyokh Sumbai yang di 
berikan pada saat hajatan. Namun masyarakat Pekon masih menganut hal 
tersebut karena mereka mengganggap hal demikian sudah mendarah 
daging dalam adat masyarakat setempat dan tetap dilaksanakan secara 
turun temurun masih tetap dipertahankan hingga sampai sekarang. 
Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam hal latar belakang, 
maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Praktek 
Hiyokh Sumbai Saat Nayuh yang dianggap sebagai hutang tepatnya di 
Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, 
sehingga Penulis susun judul penelitian ini sebagai berikut “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat 
Nayuh Dianggap Sebagai Hutang (Studi di PekonWayrilau Kecamatan 
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki titik fokus terhadap penelitian 




Muakhi Saat Nayuh Dianggap Sebagai Hutang (Studi di Pekon Wayrilau 
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”.Kemudian pokus 
penelitian tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa sub fokus yang 
akan diteliti oleh penulis, diantaranya: 
1. Menafsirkan kembali makna praktik hiyokh sumbai saat nayuh yang 
dianggap sebagai hutang. 
2. Praktik hiyokh sumbai saat nayuh dianggap sebagai hutang ditinjau 
dari hukum Islam. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi 
permasalahan pokok yaitu: 
1. Bagaimana Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh  
Dianggap sebagai Hutang di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hiyokh Sumbai 
Muanak Muakhi Saat Nayuh Dianggap sebagai Hutang di Pekon 
Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus ? 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dan 




1. Untuk mengetahui Praktik Hiyokh Sumbai Saat Nayuh Dianggap 
Sebagai Hutang di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus. 
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Hiyokh 
Sumbai Saat Nayuh Dianggap sebagai Hutang di Pekon Wayrilau 
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
G. Signifikasi Penelitian 
Dalam kegiatan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yakni: 
1. Bagi Peneliti Secara teoritis manfaat dari penelitian ini untuk 
mengharapkan perkembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya 
Hukum Ekonomi Islam atau dalam bidang muamalah. 
2.  Secara praktis diharapkan sebagai sumberi informasi yang bermanfaat 
bagi semua pihak khususnya masyarakat Pekon Wayrilau Kecamatan 
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
3. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Jurusan 
Muamalah, Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
 Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian 
adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 





 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif 
dengan pendekatan induktif lebih relavan dalam mengolah data. Untuk 
mengahasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang 
sistematis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 
lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pekon 
Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriftif analitik ,adalah suatu cara 
bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan 
dapat secara jelas diterima oleh orang lain. Pada deskriftif analitik 
suatu data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 
2. Jenis dan Sumber data 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh dari responden wawancara secara 
langsung dengan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 
warga yang mempunyai hajatan dan warga yang melakukan 




Balak Kabupaten Tanggamus. Dimana di Pekon inilah yang 
terdapat Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh 
Dianggap sebagai Hutang. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara 
tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan 
atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan 
pembahasan ini. Data sekunder merupakan data yang telah lebih 
dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar 
dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu 




Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit atau 
manusia di Pekon Wayrilau yaitu sejumlah 1080 penduduk dan 301 KK, 
dapat juga berbentuk gejala atau pristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang 
sama. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Pekon 
Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
4. Sample 
Sampel (Sampling) adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan 
populasi. 
9
 Teknik pengambilan sample yang penulis gunakan adalah 
Teknik purposive sampling yaitu anggotanya dipilih secara sengaja 
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Moh. PabunduTika, MetodologiRisetBisnis, (Jakarta: BumiAksara, 2006), h.58. 
9




atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti.
10
Diantara sejumlah 
orang yang akan diwawancarai yaitu meliputi Tokoh Adat 2, Tokoh 
Masyarakat 2, Tokoh Agama 2, masyarakat yang melaksanakan Nayuh 
3 orang dan warga yang melakukan Praktik Hiyokh Sumbai sebanyak 3 
orang, jadi total keseluruhan berjumlah 12 orang. 
5. Pengumpulan Data 
Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 
maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung 
dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-
hal yang berkaitan dengan objek Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi 
Saat Nayuh dianggap Sebagai Hutang untuk kemudian dijadikan 
sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah 
diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.
11
 
b. Wawancara  (interview) 
Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
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diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam.
12
 
Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiyokh Sumbai Muanak 




Dokumentasi merupakan pelengkap dari pada metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat 
berbentuk tulisan, gambar, catatan transkip, buku, surat kabar, 
majalah atau karya-karya menumental dari seseorang. 
6. Metode Pengolahan Data 
Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan 
teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:\ 
a. Editing, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 
dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut 
cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 
b. Organizing ,menyusun secara sistematis data mengenai Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi 
Saat Nayuh dianggap Sebagai Hutang (Studi di Pekon Wayrilau 
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”.  
c. Analizing ,penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap 
praktik  
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d. Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh dianggap Sebagai 
Hutang 
7. Metode Analisa Data 
Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir 
induktif. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus 
atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik 
generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data 
yang bersifat khusus mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh Diangap Sebagai 
Hutang (Studi di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten 
Tanggamus) 
8. Metode Analisa Data  
Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. 
Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau 
peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik 
generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data 
yang bersifat khusus mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi Saat Nayuh diangap Sebagai 









A.   HIBAH 
1. Pengertian Hibah 
Jika ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi 
memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa 
mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan 
menjual atau menyewakan, oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi 
tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih 
dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan 
ulama.  
Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan 
dalam Al-Qur‟an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 
surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berati memberi 
karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8).
13
 
                            
      
Artinya: (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan 
hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri 
petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat 
dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi 
(karunia)". 
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 Dan mereka mengatakan, “ wahai tuhan kami, janganlah engkau belokkan 
hati kami dari keimanan kepadamu setelah engkau mengaruniakan hidayah 
kepada kami, untuk memeluk Agamamu. Dan berikanlah kami rahmat yang luas 
dari karuniamu, sesungguhnya engkau maha pemberi, memiliki banyak karunia 
dan pemberian, engkau memberi siapa saja yang engkau kehendaki tanpa 
perhitungan. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian 




Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, 
pemindahan hak.
15
 Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari 
akar kata wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian.
16
 Dalam 




Kata hibah berasal dari bahasa Arab (al-hibatu) yang berarti pemberian 
yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela 
(pemberian Cuma-Cuma), baik berupa harta atau lainnya (bukan harta). Diantara 
kata ini digunakan dalam Q.S.Maryam(19) 5-6 yang berbunyi: 
                           
                        
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 Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional  (Surabaya : Alumni, 2005), h. 217. 
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 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia Terlengkap 




Artinya : Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, 
sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku 
dari sisi Engkau seorang putera, 
Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; 
dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". 
 
Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan 
mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya.Yang dikhawatirkan 
Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, 
karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainva, oleh sebab itu 
Dia meminta dianugerahi seorang anak. 
Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada 
orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu 
dari pemberi kepada orang yang diberi. Beberapa pendapat para ahli fiqh antara 
lain sebagai berikut: 
a. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam Kitab al-Fiqh ‘alâ alMazâhib al- Arba’ah,18 
menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab 
Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan 
imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik 
sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa 
disebut hadiah. Mazhab Syafi‟i dengan singkat menyatakan bahwa hibah 
menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu 
hidup. 
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b. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan   maksud 




c. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah 
memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya 




d.  Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz 
al-Malîbary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada 




Di dalam syara‟, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta 
milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. 
Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan 
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 Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb (Indonesia: Dar al-




2. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz 
al-Malîbary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada 




 Di dalam syara‟, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian 
harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya 
imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk 




1. Dasar Hukum Hibah 
     Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian 
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain 
yang masih hidup untuk dimiliki.
26
Hibah menurut hukum positif diatur dalam 
KUH Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu: “Hibah adalah suatu 
perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma 
dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna 
keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak 
mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”. 
Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah 
merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa 
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mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian 
yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia 
masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.  
           Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan 
antara sesama manusia sangat bernilai positif. 
27
 Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, 
Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah,
28
 hal ini 
berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an surat An-Nisaa‟ ayat 4 dan Surat Al-
Baqarah ayat 177, yang berbunyi: 
                        
          
Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
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                        
                           
                           
                        
                      . 
Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 
beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang 
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang 
yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); 




2. Syarat dan Rukun Hibah  
Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu 
dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun 
terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.
31
 
sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus 
                                                             
30
 Ibid, hlm. 43. 
31
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 




diindahkan dan dilakukan”. Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa 
menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu 





Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala 
sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, 
dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun 
dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.
34
 Hal ini 
sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,
35
 bahwa  syarat  
adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan 
sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan 
hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara‟, 
yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu 
Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat 
bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak 
adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.
36
 
Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi 
eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu 
itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau 
tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi 
pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-
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maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).
37
 Dalam Ensiklopedi 
Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau 
tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.
38
 
Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa 
rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan 
termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang 




Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan 
syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku 
hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: 
 (1) orang yang menghibahkan (al-wāhib););  
(2) orang yang menerima hibah (al-mauhūb lah) 
 (3) pemberiannya (al-hibah).
40
  
Hal senada dikemukan Abd alRahmân al-Jazirî, bahwa rukun hibah 
ada tiga macam:  
(1) Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi)     atau wāhib 
dan mauhūb lah; 
 (2) mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta; 
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 (3) shighat atau ijab dan qabul. 
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya 
ijāb (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabūl (ungkapan 
penerimaan) dan qardh (harta itu dapat dikuasai langsung).
41
 Jumhur 
ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu  
(a) orang yang menghibahkan,  
(b) harta yang dihibahkan, 
(c) lafaz hibah, dan  
(d) orang yang menerima hibah.
42
 
Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang 
itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan 
cerdas, oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, 
Menurut beliau apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus 
bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama 
Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan 
sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang 
menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu 
merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu 
diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang 
menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang 
merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari 
pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, 








Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi 
kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, 
menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, 
karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu 
harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan 
Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh 
Hanafi, mengatakan.hibah itu hukumnya sah, karena harta yang 
dihibahkan bisa diukur dan dibagi. 
karena mereka termasuk orang- orang yang tidak cakap bertindak 
hukum. Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh 
dihibahkan adalah:  
1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. 
Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, 
seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-
buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya 
batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta 
yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjual belikan sah 
dihibahkan). 
2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. 
3. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.43 
4. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak 
terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang 
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dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah 
akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang 
tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, 
maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang 
menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang 
orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari 
permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang 
masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan 
bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak 
yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun 
hukumnya tidak sah. 
5. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qardh) 
penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan 
sebagian ulama Hambaliah, syarat ini malah dijadikan rukun 
hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, 
Syafi'iyah, dan ulama Hambaliah lainnya mengatakan al-qardh 
(penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting 
sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat 
ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan 
bahwa al-qardh hanyalah syarat penyempurna saja, karena 
dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan 
perbedaan pendapat tentang al-qardh ini, maka ulama Hanafiyah, 




berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus 
bersamaan dengan al-qardh (bolehnya harta itu dikuasai), 
sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan 
itu sebidang tanah, maka syarat al-qardh nya adalah dengan 
menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang 
menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, 
maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan 
langsung kepada penerima hibah. al- qardh itu sendiri ada dua, 
yaitu: 
a. al-qardh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung 
menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh 
sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap 
bertindak hukum.  
b. al-qardh melalui kuasa pengganti44. Kuasa hukum dalam 
menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: 
1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang 
tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang 
menerima hibahnya adalah walinya.  
2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan 
penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di 
tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (al-gasb), 
maka tidak perlu lagi penyerahan dengan al-qardh, 
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karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah 
penguasaan penerima hibah. 
Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat 
hibah yang terkenal ialah penerimaan (al-qardh). Ulama berselisih 
pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. 
Imam Taqi al- Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula 
dihibahkan.
45
 Menurut Syekh misalnya "saya hibahkan barang ini 
kepadamu" atau “saya milikkannya kepadamu" atau “saya 
anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan 
ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas". 
Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandaskan tidak 
sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang 
diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat 
sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka 
pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah 
menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh 
dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima hibah 
memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu 
mengalami pailit menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.
46
 
Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini 
Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah 
mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh 
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harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang 
dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu 
syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi 
Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya hibah. Imam 
Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan 
terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik 
sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga 
dikemukakan oleh golongan Zhahiri. 
Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan 
menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan 
ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah yaitu 
karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa 
dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (al-qardh) 
itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya Zainuddin Ibn 
Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, penerimaan, kecuali jika 
ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.
47
 
Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, 
maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan 
yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 
'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya 
penerimaan bagi sahnya hibah.  
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Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam 
Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:  
Artinya : “Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu 
Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul 
Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah 
orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-
anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah 
seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku 
ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan 
jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta 
tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka 
barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang 
yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang 
yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli 
warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal”.
48
 
3. Hikmah Hibah 
Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa 
hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:  
1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong 
dalam kebaikan.  
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.  
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3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar 
sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, 
dan menghilangkan sifatsifat tercela seperti rakus, masa bodoh, 
kebencian, dan lain-lain.  
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang 
mantap. 
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.49 
B. AKAD QARDH 
1) Pengertian Qardh 
Secara bahasa qardh ‟ yang artinya potongan karena harta orang 




Secara istilah, menurut Hanafiah qardh adalah harta yang memiliki 
kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, 
suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan 
itu.
51
 Secara terminologis qardh adalah memberikan harta kepada orang 
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 Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qardh sebagai bentuk 
pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) 
dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), 
yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan 
kepada orang yang diberi saja.
53
 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah qardh adalah 
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari‟ah dengan 
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.
54
 Definisi yang 
dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah di atas bersifat 




 Dari beberapa definisi di atas maka penulis berpendapat  pengertian 
qardh, adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan 
dengan baik dan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan. 
2) Dasar Hukum  
a. Al-qur’an 
Dalil Al-Qur‟an adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang 
berbunyi: 




 Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (Bandung: Fokusmedia, 2010), 
18. 
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                             
                
Artinya : Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 
meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah 




Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk 
sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang 
berlipat ganda. 
b. Al-Hadits 
1) Riwayat Imam muslim yang bersumber dari Abu Rofi‟ r.a. 
yang berbunyi: 
َرنَا َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى َأِبي رَاِفع   َعنْ  َعطَاِء ْبِن َيَسار   َعنْ  َأْسَلمَ زَْيِد ْبِن  َعنْ  َماِلك   َأْخب َ
َفَأَمَرِني َرُسوُل  َأبُو رَاِفع   اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْسَتْسَلَف ِبْكًرا َفَجاَءْتُو إِبل  ِمْن الصََّدَقِة فَ َقالَ 
ِضَي الرَُّجَل ِبْكَرُه فَ ُقْلت يَا َرُسوَل اللَِّو إنِّي َلْم َأِجْد ِفي اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْن َأقْ 
ِبِل إَّلَّ َجَمًًل ِخَيارًا رُبَاِعيًّا فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْعِطِو إيَّاُه َفِإنَّ   اْلِْ
 ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُ ُهْم َقَضاءً 
Artinya:  “Dari Abi Rofi‟i (katanya):  sesungguhnya Nabi SAW 
mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau 
unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu 
Rofi‟i untuk melunasi utangnya kepada si lelaki itu dengan anak 
unta tersebut. Kata Abu Rofi‟i tidak saya dapati setelah unta 
yang baik yang berumur tujuh tahun m asuk tujuh tahun 
(roba’iyah). Lalu beliau bersabda : berilah dia unta yang baik 
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yang besar itu, karena sesungguhnya orang yang paling baik 
adalah yang paling baik melunasi utangnya”. (HR Muslim). 
 2) riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang berbunyi: 
َعِن ْبِن َمْسُعْود  أنَّ النَِّبي َصلَّى الّلُو َعَلْيِو َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلم  يُ ْقِرُض ُمْسِلم  قَ ْرًضا َمرَّتَ ْيِن 
 ْبُن ِحبَّان(ِإَّلَّ َكاَن َكَصَدَقة  َمرًَّة. )َرَواُه اْبُن َماَجْو َوا
Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud Rasululloh SAW bersabda: tidak ada seorang 
muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qord dua kali, 
maka seperti sedekah sekali”. (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).
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3) Riwayat Imam Bukhori ia berkata: 
ُىَريْ َرَة َرِضَي الّلُو َعْنُو َعِن النَِّبي َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس يُرِْيُد َعْن َأِبي 
 َأَداَءَىا َأدَّى اهللُ َعْنُو َو َمْن َأَخَذيُرِْيُد ِاْتًَلفَ َها أَتْ َلَفُو اهلل  
Artinya:“Dari Abu Hurairoh dari Rosululluh SAW bersabda: barang siapa 
mengambil (mengutang) harta manusia dengan maksud akan 
membayarkannya maka Alloh akan membayarkannya untuknya 
sebaliknya siapa yang mengambilnya untuk merusaknya 
(merugikannya) maka Alloh akan merugikan orang itu. 
‟ud4) Riwayat Ibnu Mas 
تَ ْيِن َعِن اْبِن َمْسُعْود  َأنَّ النَِّبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل َما ِمْن ُمْسِلم  يُ ْقِرُض ُمْسِلًما قَ ْرًضا َمرَّ 
 ِإَّلَّ َكاَن َكَصَدَقِتَها َمرَّةً 
Dari Ibnu Mas‟ud bahwa Nabi SAW bersabda: bukan seorang Muslim      Artinya :
mereka yang meminjamkan Muslim yang lainnya dua kali kecuali yang                   
satunya adalah senilai sedekah. (HR Ibnu Majah no 2422).                                        
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 Dalam hal ijma‟ para ulama telah menyetujui bahwa qardh boleh 
dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak 
bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada 
seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena 
itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia 
ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan 
umatnya. 
 Meskipun demikian, para ulama Hambaliah berpendapat bahwa 
sedekah lebih utama daripada qardh (dan tidak ada dosa bagi orang yang 
dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya). 
3) Rukun dan Syarat Qardh 
Syarat qardh merupakan perkara penting yang harus ada sebelum 
dilaksanakan qardh. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi qardh batal. 
Adapun rukun qardh adalah sesuatu yang harus ada ketika qardh itu 
berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh 
para fuqaha, rukun qardh adalah: 
 Rukun dan syarat qardh dalam fiqh mu‟amalah ada tiga yaitu: 
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a. Sighat  
Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab kabul. Tidak ada 
perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz hutang 
dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, aku 
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memberimu utang, atau aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah 
dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti ‚aku berutang 
atau aku menerima, atau aku ridha dan lain sebagainya. 
b.  Aqidain  
Yang dimaksud dengan aqidain (dua pihak yang melakukan 
transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi 
pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat 
membedakan baik buruk). 
c. Harta yang diutangkan Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai 
berikut: 
1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu 
sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang 
mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang 
dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 
2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 
mengutangkan manfaat (jasa). 
3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 
diketahui sifatnya.  
Sedangkan syarat qardh dalam fiqh Islam ada empat yaitu :
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a. Akad qardh dilakukan dengan shighat ijab qabul atau bentuk lainnya yang 
bisa menggantikannya, seperti cara mu’athah (melakukan akad tanpa ijab 
                                                             
59




qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi‟iyah cara 
mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. 
b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun 
penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, 
berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru‟ 
(berderma), karena qardh adalah bentuk akad tabarru‟, oleh karena itu, 
tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang 
dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan 
seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena 
mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad 
tabarru‟.  
c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. 
Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja 
yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy 
seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. 
d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, 
bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari 
jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang 
bercampur dengan jelai (sejenis padipadian) karena sukar mengembalikan 
gantinya. 
C. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan tinjauan kepustakaan, penulis banyak mendapatkan 




Hajatan yang dianggap sebagai hutang. Ada beberapa karya ilmiah yang dapat 
mendukung penelitian ini yaitu :  
1. Skripsi yang ditulis oleh Rohmatin Lattifa Ayu Suqya 210212129 (2016) 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Ponogoro. Dalam skrispi ini membahas tentang Pandangan 
Tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang dalam pelaksaan hajatan di 
Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Hasil penelitian 
di analisa dengan metode induktif yaitu di awali dengan mengemukaan 
kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitain kemudian di 
akhiri dengan kesimpulan umum. Tokoh masyrakat desa Sobontoro yang 
menyatakaan akad yang terjadi pada sistem tumpangan dalam praktik 
nyumbang adalah utang karena dalam praktiknya tidak ditemukaan 
adanya akad utang melaikan murni pemberian saja.  
Perbedaan dengan judul yang saya angkat adalah disini disimpulkan 
sebagai utang sedangkan system dan prakteknya berbeda,kesimpulan 
judul yang yang teliti bersifat arisan dan sedekah dalam jangka panjang. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Indah Aprilia Putri 1511010076 (2019) Fakultas 
Tarbiah dan Keguruan Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Dalam 
skrispi ini membahas tentang Pandangan Pendidikan Islam Terhadap 
Uang Jujokh dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun didesa Muara 
Putih kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian 
yang penulis lakukan dapat disimpulkan bawasannya uang Jujokh ini 




Pepadun. Perbedaan dengan judul yang saya angkat adalah disini 
disimpulkan sebagai tradisi sedangkan sistem dan prakteknya berbeda, 
kesimpulan judul yang yang teliti bersifat arisan dan sedekah dalam 
jangka panjang. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Leni Sugiarti 1521030478 (2019) Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri. Dalam skripsi ini membahas tentang 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara 
Hajatan di Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 
Menyimpulkan bahwa, Praktik Punjungan dalam acara hajatan ditemukan 
tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi melainkan ada harapan 
imbalan atas punjungan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara 
hajatan, Perbedaan dengan judul yang saya angkat adalah disini 
disimpulkan hanyalah sebagai sedekah sedangkan system dan prakteknya 
berbeda,kesimpulan judul yang yang teliti bersifat arisan dan sedekah 
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